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Histori Naskah ABSTRACT

This study aims to analyze import duty tariff policies within the framework of

Diserahkan: international trade between Indonesia and the United States and assess the extent to
June 17, 2026 which these policies protect domestic businesses, particularly Micro, Small, and
Medium Enterprises (MSMEs). Tariff policy, as a fiscal instrument, has two main

Direvisi- functions: a budgetary function as a source of state revenue and a regulatory
July 1,2026 function as a tool for regulating and protecting the economy. However, tariff policy

is not neutral because it is fraught with the interests of the state, the market, and

Diterima: businesses. The method used is normative juridical legal research with a statutory
July 14, 2026 approach and a conceptual approach. The results show that tariff policies have a

causal impact on market structure and the position of businesses. Appropriate
policies can increase competitiveness, but disproportionate policies have the
potential to weaken businesses, especially MSMEs, which are most vulnerable to the
pressures of globalization. The analysis of the benefits of the common good shows
that tariff policies do not fully meet the principles of justice (al-'adl), balance
(tawdzun), and prevention of harm (la darar wa la dirar). Therefore, an integration
of fiscal policy, legal protection, and the principle of maslahah ‘ammah is necessary
in policy formulation. This integration is expected to create a tariff policy that is fair,
proportional, and oriented towards the welfare of the wider community.
Keywords - Protection, Business Actors, Import Tariffs, International Trade, Maslahah
‘ammah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tarif bea masuk dalam
kerangka perdagangan internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta
menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi pelaku usaha domestik,
khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tarif sebagai
instrumen fiskal memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter sebagai sumber
penerimaan negara dan fungsi regulerend sebagai alat pengaturan serta perlindungan
ekonomi. Namun, kebijakan tarif tidak bersifat netral karena sarat dengan
kepentingan negara, pasar, dan pelaku usaha. Metode yang di gunakan adalah
penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif
memiliki dampak kausal terhadap struktur pasar dan posisi pelaku usaha. Kebijakan
yang tepat dapat meningkatkan daya saing, namun kebijakan yang tidak proporsional
justru berpotensi melemahkan pelaku usaha, terutama UMKM yang paling rentan
terhadap tekanan globalisasi. Analisis maslahah ‘Gmmah menunjukkan bahwa
kebijakan tarif belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (al-‘adi),
keseimbangan (tawdzun), dan pencegahan kerugian (/@ darar wa la dirar). Oleh
karena itu, diperlukan integrasi antara kebijakan fiskal, perlindungan hukum, dan
prinsip maslahah ‘ammah dalam perumusan kebijakan. Integrasi ini diharapkan
mampu menciptakan kebijakan tarif yang adil, proporsional, dan berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat secara luas.
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PENDAHULUAN

Globalisasi perdagangan internasional yang ditandai dengan berbagai kesepakatan
dagang antarnegara, termasuk antara Indonesia dan Amerika Serikat, telah membawa perubahan
signifikan dalam struktur ekonomi global. Kesepakatan tersebut mendorong terjadinya
liberalisasi tarif bea masuk sebagai upaya untuk memperlancar arus barang dan jasa lintas
negara. Salah satu bentuk liberalisasi tersebut terlihat dalam kebijakan perdagangan antara
Indonesia dan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART), yang mengatur
penurunan tarif perdagangan dan peningkatan akses pasar bagi kedua negara. Dalam kebijakan
tersebut, Amerika Serikat menurunkan tarif resiprokal produk Indonesia dari 32% menjadi 19%,
sedangkan Indonesia memberikan akses tarif 0% terhadap sebagian besar produk asal Amerika
Serikat. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi perdagangan dan memperluas akses
pasar, namun di sisi lain juga berpotensi meningkatkan persaingan antara produk impor dan
produk domestik, khususnya bagi pelaku UMKM di Indonesia (K. K. B. P. R. Indonesia, 2026).
Di satu sisi, liberalisasi ini membuka peluang perluasan pasar dan peningkatan efisiensi
ekonomi, namun di sisi lain juga menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya persaingan
yang tidak selalu seimbang antara negara maju dan negara berkembang (Darnia et al., 2023).

Liberalisasi tarif bea masuk sering kali memunculkan ketimpangan daya saing. Negara
maju seperti Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam teknologi, modal, dan kualitas sumber
daya manusia, sehingga mampu menghasilkan produk dengan standar tinggi dan harga yang
kompetitif (Aprilia et al., 2025). Sebaliknya, pelaku usaha domestik di Indonesia, khususnya
UMKM, masih menghadapi berbagai keterbatasan seperti rendahnya penguasaan teknologi,
keterbatasan modal usaha, serta rendahnya kapasitas ekspor (Hajriyanti & Rizal, 2025). Sebagian
besar UMKM di Indonesia masih berorientasi pada pasar domestik dan hanya sebagian kecil
yang mampu menembus pasar ekspor karena keterbatasan daya saing produk dan standar
Internasional (BAPPENAS, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan posisi UMKM relatif lebih
lemah dalam menghadapi persaingan global dan berpotensi mengalami tekanan akibat masuknya
produk impor secara besar-besaran ke pasar domestik (Paramita & Subur, 2026). Liberalisasi
tarif bea masuk berpotensi memperlebar ketimpangan daya saing antara produk asing dan pelaku
UMKM domestik sehingga meningkatkan kerentanan UMKM Indonesia terhadap persaingan
produk impor di pasar dalam negeri.

Kebijakan tarif sebagai bagian dari kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat strategis
dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu kebijakan yang
menjadi perhatian adalah penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap sejumlah produk
ekspor Indonesia yang dinilai memengaruhi daya saing produk domestik di pasar Internasional.
Kebijakan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat mencakup penyesuaian tarif
impor pada berbagai sektor perdagangan guna meningkatkan akses pasar dan menjaga
kepentingan ekonomi masing-masing negara. Kebijakan tersebut pada satu sisi dapat membuka
peluang perdagangan, namun pada sisi lain juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap
pelaku usaha domestik, khususnya UMKM, akibat meningkatnya persaingan produk impor di
pasar nasional (Novianto et al., 2026). Tarif tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan
negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap pelaku usaha domestik. Namun
demikian, muncul pertanyaan mendasar yang menjadi problem utama dalam penelitian ini, yaitu
apakah kebijakan tarif yang diterapkan saat ini telah benar-benar mampu melindungi pelaku
usaha domestik, khususnya UMKM, di tengah arus globalisasi perdagangan.

Perlindungan terhadap pelaku usaha domestik menjadi semakin penting, terutama dalam
menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional di tengah persaingan global
yang semakin ketat (Damanik et al., 2025). Komitmen pemerintah untuk memberikan tarif 0%
terhadap berbagai produk asal AS dinilai mengandung risiko besar terhadap stabilitas fiskal dan
neraca dagang Indonesia. Selain itu, kebijakan ini berpotensi mengancam eksistensi pelaku
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usaha lokal yang belum sepenuhnya siap bersaing (Jayanti, 2025). Berdasarkan data
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, kontribusi UMKM
terhadap produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai lebih dari 60% dan menyerap
sekitar 97% tenaga kerja nasional (RI, 2025) Kebijakan tarif 0% terhadap produk asal Amerika
Serikat berpotensi melemahkan daya saing UMKM dan mengancam stabilitas perekonomian
nasional mengingat peran strategis UMKM sebagai penyumbang utama PDB dan penyerap
tenaga kerja di Indonesia.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan
tarif bea masuk, seharusnya didasarkan pada prinsip maslahah ‘Gmmah yang menekankan
terciptanya kemaslahatan umum, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan
(Kurniawan and Rahmayani 2025). Akan tetapi, hingga saat ini masih terdapat perdebatan
akademis mengenai sejauh mana kebijakan tarif bea masuk mampu mewujudkan prinsip tersebut
di tengah tuntutan liberalisasi perdagangan internasional. Kondisi ini memunculkan problem
akademis berupa adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan tarif sebagai instrumen
perlindungan ekonomi nasional dan realitas empiris yang menunjukkan masih rentannya posisi
UMKM dalam menghadapi persaingan produk impor. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang
lebih mendalam untuk menilai apakah kebijakan tarif bea masuk telah mencerminkan prinsip
keadilan dan kemaslahatan atau justru menimbulkan ketimpangan perlindungan bagi pelaku
usaha domestik.

Kajian mengenai kebijakan tarif bea masuk menunjukkan bahwa kebijakan
proteksionisme Amerika Serikat berpotensi menimbulkan dampak multidimensional bagi
Indonesia. Penelitian pertama menemukan bahwa tarif resiprokal AS sebesar 32% terhadap
produk Indonesia diproyeksikan menurunkan volume ekspor, mengurangi pertumbuhan
ekonomi nasional, serta memengaruhi respons investor sehingga diperlukan strategi mitigasi
melalui diplomasi perdagangan, reformasi regulasi, dan diversifikasi pasar ekspor (Permata et
al., 2026). Penelitian berikutnya menegaskan bahwa pengenaan tarif 32% tersebut berpotensi
menurunkan surplus perdagangan Indonesia dan menimbulkan implikasi hukum karena diduga
bertentangan dengan ketentuan Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) serta
prinsip-prinsip General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) (Mandalika & Muaja, 2025).
Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa kebijakan tarif sepihak AS tidak hanya
melanggar prinsip-prinsip dasar WTO, seperti multilateralisme dan non-diskriminasi, tetapi juga
melemahkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global dan mengganggu daya saing
sektor ekspor nasional (Noermawati, 2025). Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu lebih
menitikberatkan pada dampak ekonomi makro dan implikasi hukum internasional dari kebijakan
tarif AS, sedangkan kajian ini berupaya memperluas analisis dengan menelaah kebijakan tarif
bea masuk dalam perspektif Perspektif maslahah ‘ammah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kebijakan tarif bea masuk dalam melindungi pelaku usaha domestik dalam kerangka kesepakatan
dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat serta mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif
maslahah ‘ammah guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut mewujudkan kemaslahatan bagi
masyarakat luas. Berangkat dari tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan
utama, yaitu: (1) bagaimana kebijakan tarif bea masuk dalam kesepakatan dagang Indonesia—
Amerika Serikat memengaruhi perlindungan terhadap pelaku usaha domestik, khususnya
UMKM; dan (2) apakah kebijakan tersebut telah sejalan dengan prinsip maslahah ‘Gmmah dalam
hukum ekonomi Islam. Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis berupa pengayaan kajian
interdisipliner antara hukum ekonomi internasional dan hukum ekonomi Islam, khususnya
mengenai konsep perlindungan ekonomi nasional dan keadilan perdagangan. Adapun secara
praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam
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merumuskan kebijakan tarif yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan
kepentingan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada
kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur kesepakatan dagang tarif bea masuk antara
Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan
secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisisnya dalam perspektif
maslahah ‘ammah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)
(Amiruddin & Asikin, 2020). Pendekatan perundang-undangan di gunakan untuk menelaah
berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kebijakan tarif bea masuk,
sedangkan pendekatan konseptual di gunakan untuk menganalisis kebijakan tersebut
berdasarkan konsep maslahah ‘ammah dalam hukum ekonomi islam.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan
(library research), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ali,
2010). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait perdagangan
internasional, dokumen kesepakatan dagang, serta kebijakan tarif bea masuk. Bahan hukum
sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang relevan
dengan konsep perlindungan pelaku usaha dan maslahah ‘aGmmah. Sementara itu, bahan hukum
tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu
memahami istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara mengelompokkan dan
mengklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian. Hasil analisis disajikan secara sistematis
dalam bentuk uraian yang logis dan argumentatif sehingga dapat memberikan pemahaman yang
komprehensif mengenai perlindungan pelaku usaha dalam kesepakatan dagang tarif bea masuk
antara Indonesia dan Amerika Serikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kebijakan Tarif Bea Masuk Indonesia dan Amerika Serikat

Perdagangan Internasional merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi
global. Dalam era globalisasi, arus barang, jasa dan modal lintas negara semakin meningkat,
sehingga kebutuhan akan aturan hukum yang jelas dan adil menjadi semakin mendesak. Jenis
perjanjian dagang yang umum dikenal antara lain perjanjian jual beli, perjanjian distribusi,
perjanjian keagenaan, perjanjian waralaba, perjanjian kerja sama usaha serta perjanjian
pembiayaan. Perdagangan internasional pada dasarnya diatur oleh kerangka hukum global yang
bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang adil dan teratur antarnegara. Salah satu institusi
utama yang mengatur perdagangan internasional adalah World Trade Organization (WTO), yang
menetapkan berbagai prinsip dasar seperti non-diskriminasi, Most Favored Nation (MFN), dan
national treatment sebagaimana tertuang dalam General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT). Prinsip-prinsip ini mengharuskan setiap negara anggota untuk memberikan perlakuan
yang sama terhadap negara mitra dagangnya serta menghindari praktik perdagangan yang
merugikan (Adolf, 2015).

Indonesia mengatur kegiatan ekspor dan impor melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan tarif,
pengendalian impor, serta perlindungan terhadap pelaku usaha domestik (P. P. Indonesia, 2006,
2014). Selain itu, kebijakan ekspor-impor juga didukung oleh berbagai peraturan teknis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Dengan adanya
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kerangka hukum ini, setiap kebijakan perdagangan yang diambil Indonesia, termasuk dalam
hubungan dengan Amerika Serikat, harus tetap selaras dengan ketentuan hukum internasional
agar tidak menimbulkan sengketa perdagangan (Siregar & Permata, 2026).

Perjanjian dagang tarif bea masuk Indonesia dan Amerika Serikat pada dasarnya
merupakan kesepakatan bilateral yang mengatur tentang penurunan atau penghapusan tarif bea
masuk (import duty), akses pasar antarnegara, dan aturan perdagangan yang saling
menguntungkan. Perjanjian dagang yang disepakati dikenal sebagai Agreement on Reciprocal
Trade (ART) atau perjanjian perdagangan timbal balik bertujuan untuk menyesuaikan tarif bea
masuk secara resiprokal, menurunkan biaya ekspor dan meningkatkan akses pasar bagi kedua
Negara. Konsep utama dalam perjanjian Indonesia dan Amerika Serikat:

1. Prinsip Resiprokal (timbal balik). Perjanjian ini menekankan pada perdagangan timbal
balik, yang mana kedua negara berupaya menyertakan beban tarif untuk membuka akses
pasar seluas-luasnya.

2. Penurunan tarif bea masuk Amerika Serikat untuk Indonesia. AS menurunkan tarif bea
masuk untuk berbagai produk Indonesia, di mana 1.819 pos tarif ekspor Indonesia akan
dikenakan tarif 0%. Tarif produk Indonesia ke AS ditetapkan sebesar 19%, setelah turun
dari kebijakan sebelumnya 32% (S. K. R. Indonesia, 2026).

3. Akses pasar untuk produk AS di Indonesia. Indonesia berkomitmen menghapus
hambatan tarif untuk lebih dari 99% produk asal AS yang masuk ke pasar domestik.
Produk nya meliputi sektor pertanian (Kedelai, gandum, dll), alat kesehatan, farmasi,
otomotif, teknologi informasi, hingga bahan kimia (U. S. Embassy Jakarta, 2026).

4. Pengecualian dan Komoditas Strategis. Meskipun tarif umum disepakati, kedua Negara
memberikan pegeculian tarif 0% untuk komoditas strategis. Indonesia mendapatkan
akses 0% untuk minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik,
dan komponen pesawat terbang (Firyalfatin, 2026).

5. Standarisasi dan penyederhanaan prosedur Indonesia mengakui standar FDA (Food and
Drug Administration) AS untuk alat kesehatan dan farmasi, serta menerima standar
keselamatan kendaraan bermotor federal AS, yang mengurangi hambatan non-tarif
(BPOM RI, 2026).

Konsep perjanjian dagang tarif bea masuk Indonesia dan Amerika Serikat merupakan
bentuk kerja sama perdagangan bilateral berbasis prinsip resiprokal yang menekankan
penghapusan dan penurunan tarif, peningkatan akses pasar, serta perlindungan kepentingan
nasional. Perjanjian ini tidak sepenuhnya menghilangkan tarif tetapi menggunakan skema tarif
preferensial dan selektif, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara liberalisasi perdagangan
dan perlindungan ekonomi domestik.

Tabel 1 Perbandingan Posisi Kebijakan Tarif Indonesia dan Amerika Serikat (Data diolah)

Aspek Indonesia Amerika Serikat

Posisi dalam Negara berkembang: Negara maju; eksportir produk

Perdagangan Eksportir bahan baku dan teknologi tinggi, pangan,
produk farmasi, dan jasa
manufaktur ringan

Dasar Kebijakan UU No. 7/2014 tentang Trade Act, Omnibus Trade Act;

Tarif Perdagangan & UU No. kebijakan tarif resiprokal
17/2006 tentang Kepabeanan; | berdasarkan kepentingan
mengikuti nasional (America First)
prinsip WTO/GATT
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Tarif Bea Masuk Rata-rata tarif MFN Indonesia | Tarif impor produk Indonesia
Sebelum ART 8— ditetapkan 32% (kebijakan tarif
10%; sebagian besar produk resiprokal 2025)
AS bebas masuk
Tarif Bea Masuk Indonesia berkomitmen 0% AS menurunkan tarif produk
Sesudah ART (Feb untuk >99% produk AS Indonesia menjadi 19%; 1.819
2026) (pertanian, farmasi, otomotif, pos tarif tertentu dikenakan 0%
IT)
Kekuatan Daya Lemah di teknologi, modal Sangat kuat: teknologi, modal
Saing terbatas; kekuatan di sumber besar, SDM terampil, standar
daya alam dan tenaga kerja produksi tinggi (FDA, NHTSA)
murah
Perlindungan Terbatas; UMKM Berbagai program insentif dan
UMKM berkontribusi subsidi untuk small business
>60% PDB namun minim melalui Small Business
perlindungan tarif yang Administration (SBA)
spesifik
Dampak Kebijakan UMKM rentan: banjir produk | UMKM AS relatif terlindungi;
Tarif terhadap impor AS menekan harga produk AS masuk Indonesia
UMKM lokal; biaya bahan baku naik; tanpa hambatan signifikan
pendapatan turun
Keadilan Belum terpenuhi: kebijakan Relatif menguntungkan AS;
tarif 0% untuk >99% produk akses pasar Indonesia luas
AS mengancam UMKM tanpa kewajiban perlindungan
domestik setara bagi UMKM Indonesia
yang belum siap bersaing
Maslahah ‘ammah Belum sepenuhnya memenuhi | Lebih menguntungkan
prinsip kemaslahatan umum kepentingan ekonomi AS
karena berpotensi dibandingkan memberikan
menimbulkan kerugian bagi kemaslahatan yang seimbang
UMKM dan bagi kedua negara.
industri dalam negeri

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa terdapat perbedaan kapasitas ekonomi antara
Indonesia dan Amerika Serikat dalam perdagangan Internasional. Amerika Serikat memiliki
ketentuan industri, teknologi, dan modal yang lebih besar di bandingkan Indonesia. Sementara
itu, Indonesia masih di dominasi oleh UMKM yang memiliki keterbatasan daya saing. Perbedaan
tersebut menyebabkan kebijakan tarif bea masuk memberikan dampak yang lebih berat bagi
pelaku  UMKM di Indonesia, khususnya dalam mempertahankan pendapatan dan
keberlangsungan usaha.

Kebijakan tarif bea masuk merupakan bagian integral dari sistem hukum dan ekonomi
nasional yang ditempatkan sebagai instrumen kebijakan fiskal. Dalam kerangka hukum, tarif
diatur melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi kepada negara untuk
memungut bea atas barang impor. Sementara dalam perspektif ekonomi, tarif berfungsi sebagai
alat intervensi pemerintah dalam mengatur arus perdagangan internasional. Dengan demikian,
keberadaan tarif tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas
dan kedaulatan ekonomi negara. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, tarif bea masuk memiliki
fungsi budgeter, yaitu sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan dari sektor bea masuk
menjadi salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
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Melalui fungsi ini, negara memperoleh dana yang dapat digunakan untuk membiayai
pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung berbagai program
ekonomi lainnya. Oleh karena itu, kebijakan tarif tidak dapat dilepaskan dari kepentingan negara
dalam menjaga kesinambungan fiskal.

Selain fungsi budgeter, tarif bea masuk juga memiliki fungsi regulerend, yaitu sebagai
alat pengaturan dan perlindungan ekonomi. dalam fungsi ini, tarif digunakan untuk
mengendalikan jumlah dan jenis barang yang masuk ke dalam negeri, serta melindungi pelaku
usaha domestik dari persaingan yang tidak seimbang. penetapan tarif yang tepat dapat
mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, meningkatkan daya saing, serta menjaga
stabilitas pasar. sebaliknya, tarif yang terlalu rendah berpotensi melemahkan sektor domestik,
sedangkan tarif yang terlalu tinggi dapat menghambat efisiensi dan menimbulkan distorsi pasar
(Yanti & Yusuf, 2024).

Dengan adanya dua fungsi tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan tarif bea masuk
pada dasarnya tidak bersifat netral. Kebijakan ini sarat dengan berbagai kepentingan yang harus
diakomodasi secara seimbang. Di satu sisi, terdapat kepentingan negara untuk meningkatkan
penerimaan fiskal guna mendukung pembangunan nasional. Di sisi lain, terdapat kepentingan
pasar yang menuntut efisiensi, keterbukaan, dan kelancaran arus perdagangan internasional.
Kedua kepentingan ini sering kali berada dalam posisi yang saling tarik-menarik. Selain itu,
kebijakan tarif juga harus mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha, khususnya pelaku
usaha domestik yang membutuhkan perlindungan dari tekanan produk impor. Perlindungan ini
menjadi penting agar pelaku usaha memiliki kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan
daya saingnya. Oleh karena itu, perumusan kebijakan tarif harus dilakukan secara hati-hati dan
proporsional, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan negara, pasar, dan
pelaku usaha. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan tarif yang
adil, efektif, dan berkelanjutan (Kasih et al., 2021).

B. Dampak Kebijakan Tarif Bea Masuk terhadap Pelaku Usaha UMKM di Indonesia

Kebijakan tarif bea masuk memiliki hubungan kausal yang erat dengan struktur pasar
dan posisi pelaku usaha dalam perekonomian. Penetapan tarif akan memengaruhi harga barang
impor yang masuk ke dalam negeri, sehingga secara langsung membentuk dinamika persaingan
di pasar domestik. Dalam konteks ini, kebijakan tarif tidak hanya berdampak pada volume
perdagangan, tetapi juga menentukan bagaimana struktur pasar terbentuk apakah cenderung
kompetitif, protektif, atau justru didominasi oleh produk impor. Struktur pasar yang terbentuk
inilah yang kemudian menentukan posisi dan daya tawar pelaku usaha domestik (Puspitorini &
Prasetyawati, 2025).

Kebijakan tarif bea masuk memberikan pengaruh terhadap posisi pelaku usaha domestik
dalam persaingan perdagangan internasional. Bagi sebagian pelaku usaha, kebijakan tarif dapat
memberikan keuntungan melalui kemudahan akses perdagangan dan bahan baku impor. Namun,
dalam konteks perlindungan UMKM, kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan
tantangan akibat meningkatnya persaingan dengan produk impor yang memiliki harga dan
kualitas yang lebih kompetitif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif perlu dirumuskan
secara proporsional agar tetap mampu memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha
domestik, khususnya UMKM, di tengah arus liberalisasi perdagangan internasional.

Berdasarkan perspektif keadilan, kebijakan tarif seharusnya mampu memberikan
perlindungan yang proporsional bagi pelaku usaha yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah,
khususnya UMKM.(Kecamatan et al., n.d.) Akan tetapi, dalam praktiknya perlindungan tersebut
belum sepenuhnya dirasakan secara merata karena pelaku UMKM masih berada pada posisi
yang rentan dalam menghadapi persaingan perdagangan internasional. Ketika tarif diterapkan
secara protektif, kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam negeri.
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Tarif yang lebih tinggi terhadap produk impor akan membuat harga barang luar negeri menjadi
relatif lebih mahal, sehingga memberikan ruang bagi produk lokal untuk bersaing. Dalam kondisi
ini, pelaku usaha domestik memiliki kesempatan untuk berkembang, meningkatkan kapasitas
produksi, serta memperbaiki kualitas produk tanpa tekanan persaingan yang terlalu kuat dari
luar. Dengan demikian, tarif dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang mendorong
pertumbuhan industri nasional (Sudirman et al., 2025).

Namun demikian, kebijakan tarif juga dapat menimbulkan dampak sebaliknya apabila
tidak dirancang secara tepat. Tarif yang terlalu rendah dapat menyebabkan membanjirnya produk
impor yang lebih murah dan berkualitas tinggi, sehingga melemahkan posisi pelaku usaha
domestik. Sebaliknya, tarif yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan biaya produksi yang
lebih besar, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor. Kondisi ini
dapat meningkatkan harga jual produk, menurunkan daya saing, serta berpotensi menciptakan
ketergantungan terhadap impor dalam jangka panjang.

Dampak kebijakan tarif bea masuk pada dasarnya berbeda pada setiap sektor usaha. Pada
sektor yang bergantung pada bahan baku impor, seperti industri manufaktur dan elektronik,
penurunan tarif dapat memberikan keuntungan berupa kemudahan akses bahan baku dan
efisiensi biaya produksi. Sebaliknya, pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
yang memproduksi barang konsumsi domestik, peningkatan arus produk impor berpotensi
menimbulkan tekanan persaingan karena produk impor sering kali memiliki harga yang lebih
murah dan kualitas yang lebih kompetitif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tarif
perlu dirumuskan secara proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik setiap sektor
usaha agar mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi perdagangan dan perlindungan
terhadap pelaku usaha domestik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak
hanya berorientasi pada perlindungan, tetapi juga memperhatikan efisiensi dan keberlanjutan
usaha dalam jangka Panjang.

C. Analisis Kebijakan Tarif Bea Masuk dalam Perspektif Maslahah ‘aGmmah

Al-Maslahah al-‘ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan
semua orang. Konsep maslahah ‘ammah dalam hukum ekonomi Islam menjadi landasan
normatif dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan publik memberikan kemaslahatan bagi
masyarakat luas (Abdurrahman, 2020; Satriani et al., 2025). Dalam konteks kebijakan tarif bea
masuk, maslahah ‘Gmmah berfungsi sebagai pisau analisis untuk menguji apakah kebijakan
tersebut benar-benar menghadirkan manfaat kolektif atau justru menimbulkan ketimpangan.
Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama, bukan semata-
mata keuntungan ekonomi atau kepentingan fiskal negara. (Ramadhan, n.d.) Penggunaan
maslahah ‘ammah dalam analisis kebijakan tarif menjadi penting karena kebijakan tersebut
memiliki dampak luas terhadap berbagai kelompok, mulai dari pemerintah, pelaku usaha besar,
hingga UMKM dan konsumen. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian mendasar, yaitu
apakah kebijakan tarif memberikan manfaat umum, apakah terdapat ketimpangan dalam
implementasinya, serta apakah kebijakan tersebut berpotensi merugikan kelompok tertentu.
Dengan demikian, analisis tidak hanya berhenti pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh
dimensi keadilan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penilaian terhadap kebijakan tarif bea masuk tidak cukup
dilakukan hanya dengan melihat tujuan normatifnya sebagai instrumen perlindungan ekonomi,
tetapi juga perlu dianalisis dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan
kemaslahatan umum secara substantif. Dalam perspektif maslahah ‘ammah, suatu kebijakan
dinilai baik apabila manfaat dan beban yang ditimbulkannya terdistribusi secara adil, seimbang,
dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi kelompok tertentu. Oleh karena itu, analisis mengenai
kebijakan tarif bea masuk dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa indikator utama, yaitu
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prinsip keadilan (al-‘adl), prinsip keseimbangan (fawazun), dan antikerugian yang menjadi
parameter untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah selaras dengan tujuan perlindungan
pelaku usaha domestik dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

1. Prinsip Keadilan (4/- ‘adl)

Prinsip keadilan (a/- ‘adl) menekankan bahwa setiap kebijakan harus memberikan
perlakuan yang adil bagi seluruh pihak tanpa adanya diskriminasi (Antonio, 2001). Dalam
konteks kebijakan tarif, keadilan berarti adanya perlindungan yang proporsional bagi seluruh
pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil. Kebijakan yang hanya menguntungkan
kelompok tertentu, seperti industri besar atau kepentingan impor, tanpa memperhatikan
kondisi UMKM, dapat dikategorikan sebagai tidak adil. Oleh karena itu, prinsip ini menuntut
adanya distribusi manfaat yang merata dan tidak timpang. Kebijakan tarif belum sepenuhnya
adil karena manfaatnya belum merata.

2. Prinsip Keseimbangan (Tawdazun)

Prinsip keseimbangan (fawazun) menghendaki adanya harmonisasi antara berbagai
kepentingan (Ahimsa et al., 2013) yang terlibat dalam kebijakan tarif, yaitu kepentingan
negara, pasar, dan pelaku usaha. Dalam hal ini, kebijakan tarif harus mampu
menyeimbangkan antara kebutuhan akan penerimaan negara, tuntutan efisiensi pasar, dan
perlindungan terhadap pelaku usaha domestik. Ketidakseimbangan dalam salah satu aspek
dapat menimbulkan distorsi, baik berupa proteksi berlebihan maupun liberalisasi yang terlalu
bebas.

3. Prinsip Anti Kerugian (/a darar wa la dirar)

Prinsip la darar wa la dirar menegaskan bahwa suatu kebijakan tidak boleh
menimbulkan kerugian, baik bagi individu maupun kelompok masyarakat (Barri & Naseh,
2025). Dalam kebijakan tarif, prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk menghindari
dampak negatif yang dapat merugikan pelaku usaha, khususnya kelompok yang rentan
seperti UMKM. Jika kebijakan tarif justru menyebabkan penurunan daya saing, peningkatan
biaya produksi, atau bahkan kebangkrutan usaha kecil, maka kebijakan tersebut bertentangan
dengan prinsip ini (Febrianti Aryet & Harahap, 2025).

Dengan demikian, penerapan ketiga prinsip tersebut dalam kerangka maslahah ‘ammah
memberikan perspektif yang komprehensif dalam menilai kebijakan tarif bea masuk. Analisis
ini tidak hanya berfokus pada efektivitas ekonomi, tetapi juga pada aspek keadilan,
keseimbangan, dan perlindungan terhadap kerugian. Oleh karena itu, pendekatan maslahah
‘ammah menjadi relevan untuk memastikan bahwa kebijakan tarif benar-benar berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat secara luas dan tidak meninggalkan kelompok tertentu, terutama
UMKM, dalam arus globalisasi perdagangan.

Integrasi antara kebijakan fiskal, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, dan prinsip
magslahah ‘ammah merupakan aspek krusial dalam merumuskan kebijakan tarif yang adil dan
berkelanjutan. Selama ini, ketiga aspek tersebut cenderung dipahami secara terpisah, sehingga
kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak optimal dalam menjawab kebutuhan nyata di
lapangan. Padahal, dalam konteks perdagangan internasional, kebijakan tarif tidak hanya
menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi hukum dan nilai-nilai keadilan
sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif agar kebijakan yang dihasilkan mampu
memberikan manfaat secara menyeluruh (Mafrudlo et al., 2024):

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal melalui instrumen tarif bea masuk memiliki peran strategis dalam
mengatur perekonomian nasional, khususnya dalam menghadapi arus globalisasi
perdagangan. Tarif digunakan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi
juga sebagai alat untuk mengendalikan impor dan melindungi industri dalam negeri. Namun,
dalam praktiknya, kebijakan fiskal sering kali lebih menitikberatkan pada aspek penerimaan
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negara dibandingkan fungsi perlindungan. Hal ini menyebabkan kebijakan tarif belum
sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha domestik (Barus et al., 2022).
2. Perlindungan Pelaku Usaha

Perlindungan terhadap pelaku usaha merupakan bagian penting dalam sistem hukum
ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keberlangsungan usaha.
Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek tarif, tetapi juga meliputi regulasi yang
mendukung kemudahan berusaha, perlindungan dari praktik perdagangan tidak adil, serta
akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks perdagangan internasional,
perlindungan hukum menjadi semakin penting karena pelaku usaha domestik harus
berhadapan dengan persaingan global yang kompleks.

Namun, perlindungan yang ada saat ini masih belum merata, terutama bagi pelaku
UMKM. Banyak kebijakan yang secara formal memberikan perlindungan, tetapi dalam
implementasinya belum mampu menjangkau seluruh pelaku usaha secara efektif.
Keterbatasan akses informasi, modal, dan teknologi menjadi hambatan utama bagi UMKM
dalam memanfaatkan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus
diintegrasikan dengan kebijakan fiskal agar lebih tepat sasaran dan mampu menjawab
kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

1. Prinsip Maslahah ‘ammah

Prinsip maslahah ‘ammah menempatkan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama
dalam setiap kebijakan publik. Dalam konteks ini, kebijakan tarif dan perlindungan pelaku
usaha harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat
luas, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Prinsip ini juga menekankan pentingnya
keadilan, keseimbangan, dan pencegahan kerugian dalam setiap kebijakan yang diambil.
Penerapan maslahah ‘ammah dalam kebijakan tarif menuntut adanya evaluasi menyeluruh
terhadap dampak kebijakan tersebut. Kebijakan yang hanya menguntungkan negara atau
pelaku usaha besar, tetapi merugikan UMKM dan masyarakat luas, tidak dapat dikatakan
memenuhi prinsip kemaslahatan (Ramadhan et al., 2023). Oleh karena itu, prinsip ini
berfungsi sebagai landasan etik dan normatif untuk memastikan bahwa kebijakan yang
diambil benar-benar berorientasi pada kesejahteraan Bersama.

2. Integrasi dan Solusi

Integrasi antara kebijakan fiskal, perlindungan hukum, dan prinsip maslahah ‘ammah
harus diwujudkan dalam perumusan kebijakan yang holistik dan berkeadilan. Kebijakan tarif
tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem
perlindungan hukum dan sarana mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan integrasi ini,
diharapkan kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi
pelaku usaha, khususnya dalam menghadapi persaingan global.

Sebagai solusi, pemerintah perlu merancang kebijakan tarif yang adaptif dan berbasis
kebutuhan sektor usaha, khususnya UMKM. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi
perlindungan pelaku usaha yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal, serta peningkatan akses
terhadap informasi, teknologi, dan pembiayaan. Di sisi lain, prinsip maslahah ‘aGmmah harus
dijadikan sebagai kerangka evaluasi dalam setiap perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang
dihasilkan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga adil dan memberikan manfaat bagi
seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, integrasi ketiga aspek tersebut menjadi kunci
dalam menciptakan sistem kebijakan perdagangan yang berkelanjutan dan berorientasi pada
kesejahteraan Bersama.

PENUTUP
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif dalam hubungan perdagangan
Indonesia dan Amerika Serikat memberikan dampak yang ambivalen bagi pelaku usaha
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domestik, khususnya UMKM. Di satu sisi, kebijakan tersebut membuka peluang akses terhadap
bahan baku dan pasar yang lebih luas, tetapi di sisi lain meningkatkan tekanan persaingan akibat
masuknya produk impor yang lebih kompetitif sehingga berpotensi menurunkan daya saing,
omzet, dan keberlangsungan usaha UMKM. Dari perspektif maslahah ‘ammah, kebijakan tarif
yang ada belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan karena manfaat dan beban
kebijakan belum terdistribusi secara adil dan proporsional, terutama bagi kelompok usaha yang
lebih rentan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan tarif yang lebih adaptif,
berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan UMKM melalui penguatan daya saing,
peningkatan akses terhadap modal dan teknologi, serta integrasi kebijakan fiskal dan
perlindungan hukum agar kebijakan perdagangan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga
mampu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, kajian
ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada analisis
regulasi, konsep maslahah ‘ammah, dan literatur yang relevan, sehingga belum didukung oleh
data empiris mengenai dampak kebijakan tarif terhadap pelaku UMKM pada sektor-sektor
tertentu. Kedua, penelitian ini berfokus pada hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika
Serikat sehingga belum mengkaji perbandingan dengan kebijakan tarif yang diterapkan dalam
hubungan perdagangan Indonesia dengan negara lain. Ketiga, analisis mengenai dampak
ekonomi masih bersifat umum dan belum mengukur secara kuantitatif perubahan daya saing,
omzet, maupun tingkat keberlangsungan usaha UMKM akibat perubahan kebijakan tarif. Oleh
karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau
metode campuran (mixed methods) dengan melibatkan pelaku UMKM, pemangku kepentingan
perdagangan, dan pembuat kebijakan sebagai sumber data primer. Selain itu, kajian selanjutnya
perlu mengembangkan analisis komparatif antarnegara serta mengukur secara lebih spesifik
dampak kebijakan tarif terhadap sektor-sektor usaha tertentu agar diperoleh formulasi kebijakan
perdagangan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip maslahah ‘ammabh.
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